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PEDOMAN TRANSLITERASI
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987
Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke
abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab

dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.
A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan

huruf latin:
Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan
Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab

Alif Tidak Tidak dilambangkan
dilambangkan

—n

Ba B Be
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. Ta T Te
[
- Sa § es (dengan titik di atas)
Jim J Je
C
Ha h ha (dengan titik di
- bawah)
. Kha Kh ka dan ha
C
5 Dal D De
3 Zal Z Zet (dengan titik di
atas)
Ra R =
D)
: Zai Z Zet
)
Sin S Es
J*
. Syin S es dan ye
o 2 y Yy
Sad S es (dengan titik di
Sl bawah)
. Dad d de (dengan titik di
oz bawah)
5 Ta t te (dengan titik di
bawah)
5 Za z zet (dengan titik di
bawah)
“ain koma terbalik (di atas)
C
Gain G Ge
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b Fa F Ef
3 Qaf Q Ki
5 Kaf K Ka
J Lam L El
Mim M Em
¢
R Nun N En
Wau W We
J
2 Ha H Ha
. Hamzah ‘ Apostrof
< Ya Y Ye
B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal



Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
- Fathah A A
. Kasrah I I
> Dammah U U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
6 Fathah dan ya Al adanu
3 Fathah dan wau Au adanu
Contoh:
- X kataba
- Jxé  fa'ala
- Jel suila
- (S kaifa
- Jy- haula

C. Maddah



Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4; Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab Nama Huruf Nama
Latin
e Fathah dan alif atau A a dan garis di atas
ya
. Kasrah dan ya I I dan garis di atas
‘_; Dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:
- Jé qala

- rama
- B qgila

- Js&  yaqilu

Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati
Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya

adalah “h”.
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3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka

ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- JUNI 453 raudah al-atfal/raudahtul atfal

s __.° e ° 3 _

- 5EAES.d) al-madinah al-munawwarah/al-madinatul
munawwarah

- kb talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan

huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
- J%  nazzala
- 5 al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu J!, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditransliterasikan
dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan
bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa

sempang.
Contoh:

- QA ar-rajulu
- (;M\ al-galamu
- M\ asy-syamsu
- N aljalalu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya
berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara
hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab

berupa alif.
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Iy )
- 4=0  ta’khuzu
[ sy
- {s%  syai’un

- ¢33 an-nau’u

inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,
maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya.

Contoh:
- S 2= A & :)\ 3 Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/
Wa innallaha lahuwa khairurraziqin
- BLsA g BEE A oo Bismillahi majreha wa mursaha
I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital
seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan
untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama
diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital

tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
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Contoh:
- G g b A Alhamdu lillahi rabbi al-"alamin/
Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin
- P u"")‘ Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf

kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- ) j)ic %) Allaahu gaftirun rahim

- st\ j)fé‘)ﬂ «IJ Lillahi al-amru jamt an/Lillahil-amru jamT an
J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan IImu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.
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ABSTRAK

PENETAPAN BATAS USIA PERNIKAHAN 15 TAHUN DI MAJELIS
AGAMA ISLAM PATTANI DALAM TINJAUAN MAQASID SYARI'AH

Ruwaida Ming
NIM: 16421119

Majelis Agama Islam (MAI) Pattani Thailand merupakan lembaga yang
mengurus perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, yang
diadakan oleh pemerintah Thailand dalam mengurus keagamaan. Pada dasarnya
pengaturan mengenai pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 15 ayat
(1) Tahun 2011. Undang-Undang pernikahan mengatur batas minimal usia
seseorang dalam melangsungkan pernikahan yaitu pihak lelaki dan perempuan
harus mencapai usia 15 tahun, apabila terdapat penyimpangan terhadap batasan usia
minimal tersebut dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan
Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep dan
implementasi Undang-Undang dalam penetapan batas usia pernikahan 15 tahun di
MAI Pattani dan pandangan Magqasid Syariah terhadap penetapan batas usia
pernikahan tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif lapangan dengan
pendekatan deskriptif.

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, didapatkan dua kesimpulan. Pertama,
konsep Undang-Undang dalam penetapan batas usia pernikahan 15 tahun di MAI
Pattani berdasarkan dari figh syafi‘tyah, dimana batas usia pernikahan menurut figh
syafi‘tiyah adalah balig, yang kemudian menetapkan usia minimal 15 tahun. Dan
implementasi Undang-Undang Pernikahan pasal 15 ayat (1) di provinsi Pattani
sudah diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku oleh aparat pelaksana hukum
namun masih ada beberapa warga yang belum paham dan mengerti Undang-
Undang tersebut. Kedua, Pandangan Maqasid Syariah terhadap penetapan batas
usia pernikahan 15 tahun di MAI Pattani sudah sesuai dengan penerapan Maqasid
Syari'ah yaitu memelihara kemaslahatan manusia dalam hifz nasl (memelihara
keturunan). Namun usia tersebut belum dikatakan ideal menurut medis karena
pernikahan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia 20 tahun akan
menimbulkan bahaya yang timbul setelahnya karena kondisi fisik dan psikologis
anak, selain itu juga membahayakan dalam hal kesehatan. Adapun ketentuan batas
usia ideal pernikahan dalam Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yaitu minimal
20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi lelaki. Hasil analisis Maqasid Syari‘ah
dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan yang ditetapkan dalam program
Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan solusi tepat dalam menciptakan
Magqasid Syari‘ah keluarga yang baik sebagaiman yang dijelaskan oleh Jamaluddin
‘Atiyyah.

Kata kunci: Batas Usia, Pernikahan, MAI Pattani, dan Magasid Syart ah
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ABSTRACT

DETERMINATION OF 15-YEAR-OLD MARRIAGE LIMITS IN PATTANI'S
RELIGION ASSEMBLY IN THE REVIEW OF MAQASID SYARI'AH

Ruwaida Ming
NIM: 16421119

The Pattani Islamic Religious Council (MAI) is an institution that handles
matters relating to Islamic family law, which is held by the Thai government in
managing religion. Basically, the regulation regarding marriage has been
regulated in Article 15 paragraph (1) of the Law 2011. Marriage Law regulates the
minimum age limit for a person in carrying out a marriage, that is, men and women
must reach the age of 15 years, if there is a deviation from the minimum age limit.
can be done by requesting a dispensation from the Religious Court. This study aims
to determine how the concept and implementation of the Law in the determination
of the 15-year marriage age limit at MAI Pattani and Magasid Syari ah's views on
the determination of the marriage-age limit. This research is a qualitative field
research with a descriptive approach.

Based on the results of this study, two conclusions were obtained. First, the
concept of the Law in determining the 15-year marriage age limit at MAI Pattani
is based on the syariah figh, where the marriage age limit according to the syariah
figh is balig, which then sets a minimum age of 15 years. And the implementation
of the Marriage Law article 15 paragraph (1) in Pattani province has been
implemented in accordance with the provisions in force by law enforcement officers
but there are still some residents who do not understand and understand the Law.
Second, the view of Magasid SyarT ah on the determination of the 15-year marriage
age limit at MAI Pattani is in accordance with the application of the Magasid
SyarT ah, namely maintaining the benefit of humans in the hifz nasl (maintaining
offspring). However, this age has not been said to be ideal according to the medical
because marriages carried out by someone under the age of 20 years will pose
dangers that arise afterwards due to the physical and psychological condition of
the child, besides it is also dangerous in terms of health. The provisions of the ideal
age limit for marriage in the Maturing Age of Marriage (PUP) is a minimum of 20
years for women and 25 years for men. The results of the Magasid SyarT ah analysis
in this study indicate that the provisions stipulated in the Marriage Age Maturing
(PUP) program are the right solution in creating a good Maqdsid Syari ah as
explained by Jamaluddin 'Atiyyah.

Keywords: Age Limit, Marriage, MAI Pattani, and Maqasid syari ah
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah cara paling utama bahkan satu-satunya cara yang
diridhai Allah dan Rasul-Nya untuk memperoleh keturunan dan menjaga
kesinambungan jenis manusia, supaya memelihara kesucian nasab yang
sangat diprintah oleh Agama. Pernikahan merupakan sunnatullah yang
umum dan berlaku pada semua manusianya. la adalah suatu cara yang
dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang
biak dan melestarikan kehidupannya.t Menurut para Mujtahid pernikahan
adalah suatu ikatan yang dianjurkan oleh syari‘at. Ikatan perkawinan adalah
suatu hal yang sangat sakral baik menurut ajaran agama ataupun
kedudukannya dalam Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Hukum
Islam (Hukum Keluarga dan Hukum Waris?) Tahun 2011 M, tentang
pernikahan menyebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin
antara seorang lelaki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan
tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan hukum Islam.

Thailand dikenal sebagai negeri Budha, akan tetapi sekarang

kerajaan Siam cukup mendukung kehidupan Islam untuk penduduknya.

1 Slamet Abidin dan Aminuddin, Figh Munakahat I, (Bandung: Pustaka Setia, 1996), 9.
2 Undang-Undang Hukum Islam (Hukum keluarga dan Hukum Waris) berlaku khusus di
wilayah selatan Thailand yaitu Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun.
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Tanggung jawab masalah berkaitan agama di Thailand diemban oleh mufti
yang memperoleh gelar syaikhul Islam (Chularajmontri). Dalam Undang
Undang Organisasi Agama Islam Tahun 1997, Pasal 6 yang berbunyi “Raja
Thailand telah melantik seorang Chularajmontri untuk menjadi pemimpin
bagi rakyat Islam dan memberikan subsidi sebagaimana ditentukan dalam
Keputusan Kerajaan Thailand”, dan Pasal 8 menjelaskan bahwa
Chularajmontri bertugas sebagai penasihat dan mengatur kebijakan yang
bersangkutan dengan kehidupan muslim seperti penentuan awal serta akhir
bulan hijriyyah. Jumlah kaum muslimin di Thailand mencapai 4.6% dengan
statistik terbaru sekitar 4 juta dari total 65 juta penduduk, tetapi Islam
menjadi agama mayoritas kedua setelah Budha. (Tahun 2015).

Provinsi Pattani merupakan salah satu provinsi di selatan Thailand yang
populasi masyarakat mayoritas beragama Islam 80% dari total penduduk
khususnya di provinsi Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun yang sangat
mewarnai dinamika di selatan Thailand.® Pernikahan yang terjadi di provinsi
Pattani adalah berdasarkan dari perihal permasalahan yang tidak
menentukan batasan usia menikah oleh pemerintah, akan tetapi dengan
memberi syarat untuk menikah adalah kedewasaan yakni telah mimpi basah
bagi lelaki dan telah haid bagi perempuan. Salah satu faktor pernikhan
ditemui dalam warga Muslim di Pattani, dalam pandangan masyarakat

memaknai kedewasaan dengan akal balig sehingga terjadi perjodohan dari

3 Helmiati, Sejararah Asia Tenggara, (Bandung: Nusa Media, 2011), 231.
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orang tua terhadap anak dan juga dari kelakuan pergaulan bebas dengan
pacaran sehingga terjadi pernikahan dini.

Pada tahun 2011 M, Lembaga Majelis Agama Islam Pattani
mengeluargkan Undang-Undang Hukum Islam tentang Pernikahan yang
diatur dalam pasal 15 ayat (1) “Usia pernikahan bagi lelaki dan perempuan
minimal adalah 15 tahun”. Sebelum melangsungkan pernikahan, maka
diharuskan memenuhi beberapa syarat yang telah diaturkan oleh Undang-
Undang di antaranya yaitu pihak lelaki dan pihak perempuan harus
mencapai usianya 15 tahun. Undang-Undang Hukum Islam tahun 2011
tentang pernikahan menentukan bahwa keluar menjadi anak dibawah umur
karena salah satu dari alasan berikut: (a) telah berumur 15 tahun (b) telah
keluar air mani (c) telah haid bagi perempuan. Untuk melangsungkan
pernikahan seorang yang belum mencapai umur yang ditetapkan oleh
Undang-Undang harus mendapatkan izin dari orang tua tersebut atau dari
Pengadilan Agama yang berkuasanya.

Namun, apabila terjadi pelanggaran pada pasal tersebut, seperti
karena adanya pergaulan bebas seorang wanita hamil di luar pernikahan,
wanita tersebut belum mencapai umur yang ditentukan oleh Undang-
Undang Majelis Agana Islam Pattani, maka Undang-Undang Tahun 2011,
masih dapat memberikan kemungkinan dari batas umur yang telah
ditetapkan yaitu dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama
yang diminta oleh kedua orang tua dari pihak perempuan maupun lelaki.

Hal ini berdasarkan pada Pasal 35 “wali” artinya pengguna kekuasaan



pemerintahan atau wali hukum, dan Pasal 4 “Hakim” berarti seorang yang
memegang posisi hakim atau yudifikasi berdasarkan hukum Islam.

Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2011, tentang Pernikahan
terhadap batasan usia menikah di Pattani sudah diterapkan oleh aparat
pelaksana hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya meningkatkan
kesadaran masyarakat terhadap hukum dan kepentingan arti pernikahan
yang sudah dilakukan. Namun terdapat kendala, dimana masyarakat di
Pattani masih ada beberapa warga yang belum paham dan mengerti
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang pernikahan tersebut,
sehingga Undang-Undang tersebut belum berlaku efektif bagi masyarakat
Pattani.

Dalam buku berjudul Hukum Perkawinan disebutkan bahwa baik
suami maupun isteri perlu memiliki kesiapan matang, baik fisik maupun
psikis. Hal ini karena pekerjaan berat ini diperlukan kesiapan fisik dalam
menumpuh kehidupan rumah tangga, sebab rumah tangga bukan suatu
permainan santai. Rumah tangga merupakan suatu perjuangan berat,
kadangkala sangat keras dan tentu memerlukan ketahanan fisik yang siap
bagi perempuan misalnya rutinitas kerja dalam rumah, menjalani kebutuhan
suami baik lahir maupun batin, dikaruniakan anak dari Allah SWT untuk
menjaga keturunan. Semua ini memerlukan ketahanan fisik yang prima.
Secara psikis anak yang menikah dini belum siap dan mengerti tentang

hubungan sek sehingga akan menimbulkan trauma psikis dalam jiwa anak



yang sulit disembuhkan dan menyesali hidupnya yang berakhir pernikahan
karena tidak mengerti atas kehidupan rumah tangga.*

Permasalahan usia merupakan salah satu faktor penting dalam
persiapan pernikahan karena usia seseorang akan menjadi ukurun apabila ia
sudah cukup balig (dewasa) dalam bersikap dan berbuat atau belum.sHal ini
mewujudkan adanya pertimbangan ketika akan melaksanakan pernikahan.

Dengan demikian, penulis tertarik meneliti hal tersebut. Untuk
mengetahui apakah yang melatarbelakangi dalam penetapan batas usia
pernikahan 15 tahun sesuai dengan Undang-Undang (Hukum keluarga dan
Hukum Waris) tahun 2011 di Majelis Agama Islam Pattani Thailand dalam
kerangka Maqasid SyarT ah. Dalam penelitian ini penulis mengambil skripsi
yang berjudul ‘“Penetapan Batas Usia Pernikahan 15 Tahun di Majelis
Agama Islam Pattani dalam Tinjauan Maqasid SyarT ah.

B. Fokus Penelitian
1. Bagaimana konsep dan implementasi Undang-Undang dalam penetapan
batas usia pernikahan 15 tahun di Majelis Agama Islam Pattani
Thailand?
2. Bagaimana pandangan Maqasid SyarT ah terhadap penetapan batas usia
pernikahan 15 tahun di Majelis Agama Islam Pattani Thailand?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

4 Sudarmo, Hukum Perkawinan, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 3, 2005), 7
% Jalaludin Rahmat dan Muhtar Gandoatmaja, Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern,
(Bandung: Ramaja Rosdakarya Offset, 1993), 7



a. Untuk mengetahui konsep dan implementasi Undang-Undang dalam
penetapan batas usia pernikahan 15 tahun di Majelis Agama Islam
Pattani Thailand.

b. Untuk mengetahui pandangan Maqasid Syari ah terhadap penetapan
batas usia pernikahan 15 tahun di Majelis Agama Islam Pattani
Thailand.

2. Manfaat penelitian

a. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menerapkan ilmu
atau teori-teori serta memberikan pemikiran bagi pengembangan
sosiologi hukum. Dan hasil penelitian ini diharapkan juga dapat
dijadikan landasan teori bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Secara praktis, penulis berharap dapat dijadikan sebagai evaluasi
atau acuan pemerintah dalam mengkaji ulang aturan terkait batas
usia pernikahan. Melihat bahwa usia 15 tahun yang ditetapkan oleh
Undang-Undang belum sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.
Selain itu juga penelitian ini diharapkan juga sebagai tambahan ilmu
pengetahuan untuk lebih matang saat melangsungkan pernikahan.

D. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan merupakan urutan dari beberapa bab yang
akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam pembahasan penelitian ini
terdapat lima bab yang kemudian setiap bab mengandung sub bab. Antara

pembahasan penelitian ini adalah:



Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang
masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan juga

sistematika pembahasan.

Bab kedua terdiri dari telaah pustaka dan landasan teori. Bab ini
menyajikan tentang penetilian-penelitian terdahulu yang berhubungan
dengan penelitiannya. Kemudian hasil penelitian tersebut dibandingkan
dengan penelitian penulis. Dalam bab kedua juga mencantum landasan teori

yang berisi pernikahan, batas usia pernikahan dan Magasid SyarT ah.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang berisi jenis penelitian
dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, sumber data, informan
penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan informan dan

sampali teknik analisis data.

Bab keempat hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini menyajikan
hasil dan pembahasan berupa analisis deskriptif tentang konsep dan
implementasi Undang-Undang dalam penetapan batas usia pernikahan 15
tahun di Majelis Agama Islam Pattani dan pandangan Maqasid SyarT ah
terhadap penetapan batas usia pernikahan 15 tahun di Majelis Agama Islam

Pattani Thailand.

Bab kelima penutup yang berisi kesimpulan dan saran penulis. Pada
kesimpulan ini menjawab permasalahan tersebut. Kemudian peneliti

memberikan beberapa saran atau rekomendasi penelitian tersebut.



BAB 11

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI
A. Kajian Pustaka

Kajian penelitian ini merupakan hasil penelitian terdahulu yang
terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Kemudian penulis
mengambil beberapa hasil penelitian yang serupa dengan penulis sebagai
bahan pustaka dalam penelitian ini.

Artikel yang ditulis oleh Elkhairati (2018), berjudul “Pembatasan
Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-Undang dan Magqasid Syari ah)”.
Penelitian ini menyebutkan bahwa untuk melahirkan sebuah Undang-
Undang atau fatwa hukum, maka Mujtahid (Penggali hukum) harus
mempertimbangkan dari Maqasid Syari ah karena syari'ah diturunkan
untuk kemaslahatan umat manusia, termasuk juga persoalan perkawinan.
Selain itu, penelitian ini menerangkan tentang pembatas usia minimal
perkawinan menurut Undang-Undang dan pandangan Maqasid Syari ah.®
Dari penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis yaitu menjelas usia
pernikahan berdasarkan Magqasid SyarT ah. Sedangkan lokasi di Thailand
ini menjadi perbedaan dalam melakukan penelitian tersebut

Artikel yang ditulis oleh Achmad Asrori (2015), berjudul “Batas
Usia Perkawinan Menurut Fugaha dan Penerapannya dalam Undang-

Undang Perkawinan di Dunia Islam. Penelitian ini menyebutkan

® Elkhairati, “Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-Undang dan Magqashid asy-
Syari’ah), Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No.1, 2018: 88-105
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pendapat para ulama mazhab tentang batas minimun usia perkawinan dan
penerapannya dalam Undang-Undang perkawinan di beberapa negara.
Perbedaan pendapat mengenai konsep balig ini mengakibatkan beberapa
negara berbeda pendapat dalam penetapan batasan usia minimun
perkawinan karena sesuai dengan kondisi masyarakat masing-masing.’
Penelitian ini berbeda dengan penulis karena penulis fokus kepada
penetapan usia pernikahan 15 tahun menurut Magasid Syari ah. Tetapi

penelitian ini sama-sama teliti usia perkawinan.

Artikel yang ditulis oleh Holilur Rahman (2016), berjudul “Batas
Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid SyarT'ah”. Penelitian ini
menyimpulkan tiga perspektif tentang usia pernikahan di Indonesia.
Pertama perspektif hukum Islam yang disebut dalam al-Qur’an dan hadis
serta pendapat ulama’ figh yakni pada dasarnya tidak ada keterangan yang
jelas tentang batasan usia menikah namun sumber tersebut hanya
menegaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan
haruslah dewasa dan bisa menjalani kehidupan rumah tangga. Kedua
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni mengizinkan seorang laki-laki
menikah pada usia 19 tahun dan perempuan pada usia 16 tahun. Ketiga
BKKBN yang menganjurkan usia kawin yang ideal yaitu 25 tahun bagi
laki-laki dan 21 tahun bagi perempuan. Akan tetapi usia yang ideal

perspektif Maqgasid Syari ah adalah 25 tahun bagi kelaki dan 20 tahun bagi

"Ahcmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam
Undang-Undang Perkawinan di dunia Islam”, Jurnal Al- ‘Adalah, VVol.XIl, No. 4, 2015: 808-826.
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peempuan, karena pada usia tersebut sudah mampu merealisasikan tujuan-
tujuan pensyari'atan pernikahan (Maqasid Syari ah) seperti menciptakan

keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.®

Artikel yang ditulis oleh Dewi Iriani (2015), berjudul “Analisis
Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan dalam UU. No. 1 Tahun
1974”. Penelitian ini mendiskusikan terhadap batasan minimal usia
menikah sebagaimana disebut dalam UU Perkawinan NO.1 Tahun 1974.
Batas usia yang diizinkan dalam perkawinan menurut UU No. 1 Tahun
1974 vyaitu jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita
mencapai umur 16 tahun. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam diatur
dalam pasal 15 ayat (1) perkawinan boleh dilakukan apabila calon
mempelai mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974. Menurut Hukum Perdata dalam Pasal 29 mengatakan;
setiap lelaki yang belum berusia 18 tahun dan perempuan belum berusia
15 tahun, tidak boleh mengadakan pernikahan melainkan ada alasan-
alasan penting presiden - dapat menghapuskan larangan itu dengan
memberikan dispensasi. Hal ini sangat bertentangan dengan UU R.I No. 3
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 tahun. Perbedaan antara kategori usia

dewasa diberbagai aturan perundang perlu diuji materi di Mahkamah

8Holilur Rahman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Magqasid Shariah”, Journal of
Islamic Studies and Humanitites.Vol. 1, No. 1, (2016), 67-92
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Konstitusi. Dengan demikian batasan usia minimal pernikahan sangat

diperlukan bagi calon mempelai.®

Skripsi yang ditulis olenh Nurida Madeng (2018), dalam judul
“Proses Penyelesaian Pernikahan Dini oleh Masyarakat Kabupaten Kapho
Provinsi Pattani di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand”.
Penelitian ini menyebutkan bahwa sebab-sebab terjadinya pernikahan dini
di Provinsi Pattani diantaranya hamil di luar nikah, mengurangi beban
ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran terhadap pendidikan dan juga
kekhawatiran orang tua terhadap perilaku anak. Berdasarkan faktor-faktor
tersebut penelitian berharap ditemukan strategi-strategi lain yang dapat
digunakan untuk meningkatkan disiplin pada Kantor Urusan Agama.® .
Hasil penelitian ini berbeda dengan penulis karena penulis fokus pada
Undang-Undang dalam penetapan batas usia pernikahan tetapi penelitian

ini sama-sama berlokasi di Majelis Agama Islam Pattani Thailand.

Skripsi yang ditulis oleh Miss. Asura Cheso (2016), dalam judul
“Adat Perkawinan dalam Masyarakat di Pattani Thailand Selatan”.
Penelitian ini menyebutkan bahwa perkawinan secara sosiologis di Pattani
Thailand Selatan memiliki fungsi integrasi akan tetapi masih
mempertahankan kebudayaan masing-masing. Upacara merupakan salah

satu adat di Pattani Thailand Selatan yang mempunyai budaya yang tinggi

® Dewi Iriani, “Analisis Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan dalam UU No. 1 Tahun
1974,” Jurnal kajian hukum dan sosial. Vol. 12, No. 1 (2015). 262

10 Nurida Madeng, “Proses Penyelesaian Pernikahan Dini oleh Masyarakat Kabupaten Kapho
Provinsi Pattani di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand” Skripsi, Tulungagung: 1AIN
Tulungagung, 2018.
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martabatnya ditunjukan oleh elemen unit dalam kondisi pernikahan di
antaranya busana pernikahan, pelaminan dan seserahan. Akan tetapi
dengan adanya perkembangan zaman, upacara perkawinan di Pattani
Thailand Selatan kurang diperhatikan oleh sebagian masyarakat. Dengan
demikian adat perkawinan di Pattani Thailand Selatan memiliki peran

dalam melaksanakan perkawinan sesuai dengan ajaran Islam.

Artikel yang ditulis oleh Nur Triyono (2016), dalam judul “Isu
Perkawinan Minoritas di Thailand”. Penelitian ini menemukan bahwa
masyarakat dalam sebuah negara biasanya terbagi dalam dua kelompak
besar yakni kelompak mayoritas dan kelompak minoritas. Kelompak
mayoritas yang memegang kendali dalam setiap kebijakan yang akan
dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat tersebut. sedangkan kelompak
minoritas terkadang dapat ikut berperan didalamnya dan terkadang juga
tidak mendapatkan peran apapun dalam melaksanakan kebijakan di
lingkungan tersebut. Negara Thailand memiliki keunikan tersendiri karena
selain memegang kebijakan dalam melaksanakan perkawinan adat
ketimuran yang kental dengan nilai-nilai budaya Thailand, negara
Thailand juga memberikan ruang perkawinan kepada kelompak minoritas
yang berada di negara itu. Perkawinan minoritas yang terjadi di negara ini

adalah isu perkawinan sejenis yang dilakukan oleh kelompak minoritas

1Miss. Asura Cheso, “Adat Perkawinan di Masyarakat Pattani Thailand Selatan”, Skripsi,
Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2016.
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LGBT dan isu perkawinan beda agama yang umumnya terjadi antara

mereka yang beragama Islam dan Budha di wilayah Thailand Selatan.*

Artikel yang ditulis oleh Teguh Anshori (2019), berjudul “Analisis
Usia Ideal Perkawinan dalam Perspektif Maqasid Syari'ah”. Penelitian ini
menemukan bahwa batas usia ideal pernikahan dalam teori Magasid
Syari'ah dapat memberikan berbagai dampak posotif. Dampak positif
tersebut - yakni meningkatnya usia ideal pernikahan, meningkatnya
keluarga sejahtera, meningkatnya pendidikan, meningkatnya pemahaman
terkait pentingnya usia ideal pernikahan dan serta orang tua memahami
pentingnya usia ideal pernikahan ketika menikahkan anaknya. Adapun
ketentuan usia ideal pernikahan dalam Pendewasaan Usia Perkawinan
(PUP) yaitu minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi lelaki.
Hasil analisis Maqasid SyarT ah dalam penelitian ini menunjukkan bahwa
ketentuan usia ideal yang diterapkan dalam program Pendewasaan Usia
Perkawinan (PUP) merupakan solusi dalam menciptakan Maqasid

SyarT ah keluarga yang terbaik.®

Skripsi yang ditulis oleh Abdulmumeen Chakapi (2018), berjudul
“Tugas dan Wewenang Majelis Agama Islam Provinsi Pattani dalam
Perspektif Figih Siyasah (Studi Pada Majelis Agama Islam Provinsi

Pattani)”. Penelitian ini menyebutkan bahwa Majelis Agama Islam (MAI)

2 Nur Triyono, “Isu Perkawinan Minoritas di Thailand”, Jurnal Hukum dan Syari’ah, Vol.
8, No. 1 (2016): 38-47

BTeguh Anshori, “Analisis Usia Ideal Perkawinan dalam Perspektif Maqasid Syari’ah”,
Journal of Law & Familiy Studies, Vol. 1, No. 1 (2019). 16
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merupakan lembaga yang didirikan untuk menjembatani aspirasi
masyarakat Muslim di Thailand bagian selatan. Tugas pokoknya untuk
menyelesaikan urusan agama Islam yang terjadi dalam masyarakat dan
juga menjadi tumpuan masyarakat Muslim Pattani dalam menyalurkan
seluruh harapan menuju kehidupan yang baik. Lembaga ini bukan hanya
memfasilitasi kebutuhan masyarakat di bidang agama saja tetapi termasuk

juga kebutuhan ekonomi, hukum dan sosial.*4

Skripsi yang ditulis oleh Boga Kharisma (2017), berjudul
“Implementasi Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Penelitian ini menyebutkan
bahwa pembatasan usia menikah menghapuskan kekaburan penafsiran
batas minimal usia menikah baik yang terdapat dalam hukum Islam dan
mengatasi masalah kependudukan serta faktor hambatan implementasi
dalam batas usia pernikahan adalah faktor lingkungam, ekonomi, sosial,
agama, pendidikan dan budaya.s Penelitian ini sama-sama teliti penetapan
batasan usia pernikahan berdasarkan Undang-Undang. Namun dalam
penelitian ini berbeda dengan penulis yaitu lokasi penelitian karena penulis

mengambil lokasi di Majelis Agama Islam Pattani Thailand.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian dari artikel ataupun skripsi

tersebut, sudah ada yang teliti tentang pernikahan di Majelis Agama Islam

14 Abdulmumeen Chakapi, “Tugas dan Wewenang Majelis Agama Islam Provinsi Pattani
dalam Perspektif Figih Siyasah”, Skripsi, Lampung: UIN Intan, 2018

15Boga Kharisma, “Implementasi Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Berdasarkan UU
No.1 Tahun 19747, Skripsi, Lampung: Universitas Laampung Bandar, 2017
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Pattani Thailand namun belum ada yang teliti tentang Undang-Undang
dalam penetapan batasan usia pernikahan. Dengan demikian penelitian
akan mendalami konsep dan implementasi Undang-Undang dalam
penetapan batas usia pernikahan 15 tahun di Majelis Agama Islam Pattani

Thailand menurut kerangka Maqasid SyarT ah.

B. Kerangka Teori
Penelitian ini menggunakan tiga teori yakni sebagai berikut:
1. Pernikahan
Nikah secara bahasa arti berkumpul dan bersetubuh atau
disebut juga At-tazwij é ;ﬁ\“ sedangkan secara istilah syara’ ialah
sebuah akad yang mengandung kebolehan bagi seorang lelaki untuk

berhubungan badan dengan seorang perempuan dengan lafaz C\&\

atau @ 3 )3 atau makna dari kata-kata tersebut.'® Atau diartikan juga

bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syari‘at
yang berfungsi untuk memberikan hak dan kepemilikan bagi lelaki
untuk bersenang-senang dengan perempuan dan juga menghalalkan

perempuan bersenang-senang dengan lelaki.t’

Menurut Undang-Undang Indonesia dalam bab 1 Pasal 1

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan

16 Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, Hukum Perkaawinan Menurut Islam Undang-
Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW, (Jilid 1, PT Hidakarya Agung, 1981), 11
17 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adilatuhu, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 48
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bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.** Sedangkan menurut Undang-Undang
Thailand, Pasal 32 Undang-Undang pernikahan tahun 2011, yang
dimaksud pernikahan ialah mengikat hubungan pernikahan antara
seorang lelaki dan seorang perempuan sebagai suami isteri secara

hukum.

Jadi maksud pengertian nikah adalah apabila seorang lelaki
dan seorang perempuan telah sepakat untuk membentuk suatu
keluarga (rumah tangga) maka keduanya harus melakukan akad nikah

terlebih dahulu.

2. Batas Usia Pernikahan
Pada dasarnya dalam al-Qur’an dan hadis tidak dijelaskan
secara rinci tentang batasan umur, bahkan ulama’ figh pun masih
berbeda pendapat terkait dengan batas umur balig seseorang, bukan
bermaksud hukum Islam tidak memberikan batas usia ideal untuk
melangsungkan pernikahan. Usia ideal menikah dalam Islam bisa
diungkap melalui teori Maqasid Syariah. Sebagaimana dalam

kajian sejarah hukum Islam banyak peristiwa dan kajadian baru yang

18 Umar haris Sanjaya dan Annur Rahim Fagih, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,
(Yogyakarta: Gema Media, 2017), 9
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akhrinya menjadi sebuah hukum berlandaskan Maqasid SyarT ah.

Dalam al-Qur’an surat An-Nisa’ [4]: 6
| 4836 118 2 201 8 AE ) AT0Y) s Al 1 g

.. &l el 2g)

“Dan wjilah® anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk
kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas
(pandai- memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka
harta-hartanya...

Dalam tafsiran ayat di atas disebutkan secara umum bahwa
seseorang boleh menikah ketika sudah balig atau dewasa akan tetapi
tidak menjelas batasan usia menikah. Dengan demikian Islam
memberikan peluang kepada manusia untuk teliti umur menikah,
berapakah usia yang cocok untuk menikah berdasarkan tanda-tanda

balig yang disebut dalam al-Quran dengan teori Maqgasid SyarT ah.

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agama dan kepercayaannya. Tiap-tiap pernikahan
dicatat menurut perundangan yang berlaku.?* Dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI) mengatakan usia dianggap cocok secara
fisik dan mental untuk kawin adalah kira-kira diatas 20 tahun.?

Menurut Undang-Undang Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang

19 Yakni mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha
mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercaya.

20 Departemen Agama R, al-Quran .., 77

21 |dris Ramulya, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama
dan Zakat Menurut Hukum Islam, Cet.1, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 1995), 44

22 Dikutip dari https://kbbi.web.id/usia diakses pada hari Rabu tanggal 27 November 2019
jam 15.05 WIB.
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Perkawinan menjelaskan syarat sahnya perkawinan bagi calon

mempelai diantaranya:

1. Pada pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan harus
didasarkan pada persetujuan antara kedua calon suami isteri.

2. Pada pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa untuk melangsungkan
perkawinan harus mendapatkan izin dari orang tua jika umur
belum sampai 21 tahun.

3. Pada pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa harus meminta izin dari
orang tua atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama
apabila umur pria kurang dari 19 tahun dan umur wanita kurang

dari 16 tahun.®

Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah
menaikan usia minimal kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19
tahun.?* Dengan demikian usia kawin perempuan dan lelaki sama-
sama 19 tahun. Namun, Undang-Undang Perkawinan tetap
mengatur izin pernikahan di bawah usia 19 tahun. Syaratnya kedua
orang tua calon mempelai meminta dispensasi ke pengadilan.

Ketentuan pasal 7 diubah berbunyi sebagai berikut:

23 Ramulya, Idem, Tinjauan Beberapa Pasal UU No.1 Tahun 1974 dari Segi Huku
Perkawinan Islam, (Jakarta: Ind-Hill, 1985), 57

24 Dikutip dari https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-
perkawinan diakses pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 jam 14.20 WIB.
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. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah
mencapai umur 19 (Sembilan selas) tahun,

. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria
dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada
Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti
pendukung yang cukup.

. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon
mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua
orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
ayat (3) dan (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan
dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak

mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat
(6).

Sedangkan Undang-Undang Hukum Islam (Hukum Keluarga

dan Hukum Waris) tahun 2011 tentang Pernikahan menjelaskan

syarat sahnya perkawinan bagi calon mempelai diantaranya:

1. Pada pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa orang yang akan
melakukan pernikahan harus berusia minimal 15 tahun dan

harus didampingi oleh orang tua atau wali legal, serta mendapat

20



persetujuan Pengadilan Agama untuk melakukan pendaftaran
atas nama mereka sendiri.
2. Pada pasal 47 ayat (1) disebutkan bahwa calon suami dan isteri
harus beragama Islam.
3. Pasal 49 orang tersebut tidak boleh dari asal keturunan yang
sama.
Jika seseorang melangsungkan pernikahan tetapi belum
mencapai umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang maka harus
mendapatkan izin dari orang tua tersebut atau pengadilan agama

yang berkuasanya.

Dilihat dalam sejarah Islam menyebutkan tahun nikah
Sayidah Fatimah dengan Imam Ali berlangsung di Madinah tahun 2
hijrah (sekira 625 Masehi karena hijrah Nabi terjadi pada 623

Masehi) yaitu pada usia 9 tahun.
(o) AaLE (s (33 ile) (e e 2155 85
SGAN B HAE Bl 55 15 5 Al Al A s (25
(sl 8 pal) 53 55 (31) i 3 S Lol Sie
3. Magasid Syarf'ah

Secara etimolagi, Maqgasid adalah bentuk jamak dari kata

magsad yang berarti sesuatu yang dituju atau tujuan yang ingin
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dicapai. Kata al-syart'ah berarti tempat mengalirnya air.? Secara
istilah syari‘ah adalah hukum-hukum Allah yang diberikan
kepada manusia tentang kebijaksanaan dan kesejahteraan dalam
kehidupan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, aturan apa
pun yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan,
kebaikan dengan kejahatan atau kebijaksanaan dengan omong
kosong adalah aturan yang tidak masuk dengan syartah,

meskinpun hal itu diklaim oleh para mufassir.

Sedangkan secara terminologi, kata Maqasid SyarT ah
adalah tujuan, nilai, dan faedah yang ingin dicapai dari
ketuntukannya syari‘ah baik secara global maupun secara
terperinci.?® Menurut Jasser Auda menjelaskan Maqasid
Syari ah adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap
pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan diwakili oleh sebuah kata
yang dampak sangat sederhana yaitu “mengapa” seperti
mengapa seorang muslim salat? mengapa zakat dan puasa
merupakan salah satu rukun salat? mengapa minum minuman
beralkohol adalah dosa besar dalam Islam? dan lain

sebagainya.?

% Ahmad al-Raisuni, al-Fikru al-Magqasidi Qawa’iduhu wa Fawa’iduhu, (Dar al-Baida’:
Ribat,1999), 13

2 |bid

Z1Jasser Auda, Magasid al-Shariah: ABeginner’s Guide, terjemah oleh ‘Ali Abdelmon’im.
Al-Magasid untuk Pemula (Suka Press, tk;tt), 44
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Jasser Auda menambah bahwa Maqasid Syari ah adalah
sejumlah tujuan yang diusahakan oleh syari‘at Islam dengan cara
memperoleh atau melarang suatu hal. Maqasid Syariah juga
berarti sejumlah tujuan ilahi dan konsep akhlaq yang melandasi
proses al-tasy'ari al-islami (penyusunan hukum berdasar syari‘at
Islam), seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan
kehendak, kesucian, kemudahan dan lain sebagainya.?® Dengan
demikian, tujuan diciptaan syari'at Islam karena untuk

kemaslahatan manusia.

Dalam rangka pembagian Maqasid Syart ah menurut Al-
Syatib1 dibagi menjadi tiga bagian yaitu dardriyyah, hajiyat dan
tahsiniyyah. Darariyyah adalah kemaslahatan yang sifatnya
harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi, akan menimbulkan
kerusakan bahkan kehilangan kehidupannya seperti makan,
minum, salat, puasa dan ibadah-ibdah lainnya.?® Al-Kulliyat al-
Khamsah merupakan contoh dari tingkatan ini yaitu memelihara
agama (ad-din), jiwa (an-nafsi), harta (al-malu), akal (al-"aqli)

dan keturunan (al-nasl).

Khusus bab pernikahan, Jamaluddin ‘Atiyyah,

menjelaskan secara rinci tentang magqasid atau tujuan dari

28 1.
Ibid., 4-5
2 Abu Ishag al-Syatibi, al-Muawafagat Fi Ushul al-Syari’ah, (Beirut: Dar al-Kutub al-
limiyyah Juz 11, 2013), 7
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pensyari‘atan pernikahan (keluarga) dengan cara memahami dan
menafsirkan teks al-Qur’an dan hadis tentang Maqasid Syart ah

pernikahan sebagai berikut;

a. Mengatur hubungan lelaki dan perempuan

Pernikahan sebelum datangnya Islam, tidak mencerminkan
nilai-nilai kemanusiaan. la memposisikan manusia layaknya
binatang, apalagi kedudukan seorang perempuan berada di
bawah kedudukan lelaki. Pernikahan Islam membawa angin
segar terutama bagi kalangan perempuan, dimana Islam
menganggap lelaki dan perempuan sama mempunyai hak dan
kewajiban yang seimbang sebagai suami isteri. Pernikahan Islam
menjelaskan aturan pernikahan yang berkaitan dengan hubungan
suami isteri seperti dianjurkan untuk menikah dan larangan
untuk membujang, dan juga aturan tentang poligami, talak,

larangan berzina dan aturan lainnya.*

b.  Menjaga keturunan
Nabi Muhammad mengajurkan umat Islam untuk
memilih calon pasangan yang subur (bisa melahirkan anak)
karena termasuk dari tujuan pernikahan adalah menjaga
keturunan, artinya melahirkan anak sebagai penerus perjuangan

orang tuanya dan juga berarti menjadikan lelaki sebagai seorang

% Jamaluddin Atiyyah, Nahwu Tafil maqasid Shari’ah (Damaskus: Dar al-Fikr,2001), 149
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ayah dan perempuan sebagai seorang ibu. Tujuan ini menjadi
sangat penting untuk keberlanjutan kehidupan manusia.*

Menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah

Tujuan pernikahan bukan hanya untuk menyalurkan
kebutuhan biologis semata, akan tetapi juga erat kaitannya
dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang, damai dan
tenteram dengan balutan cinta kasih sayang antara suami dan
isteri. Pernikahan menjadi pintu gerbang bagi suami dan isteri
untuk saling mencurahkan kasih sayangnya satu sama lain
sehingga merasa tenang dan damai akan tercipta. Walaupun ada
konflik, itu sekadar bumbu cinta yang akan mewarnai sedapnya

romantisme berkeluarga.®

Menjaga garis keturunan

Tujuan menjaga garis keturunan berarti melahirkan
seorang anak dari pernikahan yang sah sehingga jelas garis
keturunannya dan siapa bapak ibu yang sahnya. Untuk
merealisasikan tujuan ini, Islam melarang keras perzinahan yang

berakibat pada ketidak jelasan nasab seorang anak. Islam juga

%! 1bid., 150

3

2 |bid.,
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melarang mengadopsi anak untuk menjadikan anak angkatnya

sebagai anak keturunannya sendiri dan aturan lainnya.®

Menjaga keberagamaan dalam keluarga

Nabi Muhammad SAW. memberikan gambaran tentang
kriteria calon pasangan yang ideal untuk dijadikan
pendampingan hidup selamanya (suami atau isteri). Ada 4
kriteria yang harus jadi pertimbangan ketika memilih calon
suami isteri, yaitu sisi fisik, sisi keluarga, sisi ekonomi dan sisi
agama. Keempat kriteria tersebut diharapkan menjadi
pertimbangan kuat ketika memilih calon suami atau isteri. Akan
tetapi, agama dan keberagamaannyalah yang harus menjadi
pertimbangan yang utama dibandingkan dengan tiga Kriteria
lainnya.3*
Mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga

Berkeluarga berarti memasuki jenjang baru dari kelas
kehidupan yang dialami oleh manusia. Sebelum berkeluarga,
tidak banyak hak dan kewajiban yang dialami dan masih
terkesan bebas melakukan apapun yang diinginkan. Setelah
masuk pada jenjang berkeluarga, maka suami dan isteri, begitu
juga anak yang dilahirkan akan dihadapkan pada beberapa

aturan yang merangkai pola hubungan antara anggota keluarga.

33 |pid., 151
% |bid., 153
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Suami dan isteri terkait pada hak dan kewajiban yang harus
dipenuhi, begitu juga dengan pola hubungan antara anak dan
orangtua.

Berkeluarga juga berdampak pada lahirnya pola hubungan
baru yang dilengkapi dengan aturan-aturan yang mengikat,
seperti pola hubungan kekerabatan, pola hubungan mahram,
pola hubungan kewalian, dan pola hubungan lainnya yang diatur
oleh Islam.*

Mengatur aspek finansial keluarga

Pernikahan Islam menjadi pintu masuk lahirnya aturan-
aturan baru yang berkaitan dengan aspek finansial, seperti
adanya kewajiban suami memberi mahar kepada isteri sebagai
bukti bahwa ia adalah lelaki yang serius dan bertanggung jawab.
Suami juga punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada
isteri dan anak-anaknya, termasuk juga memberi nafgah untuk
isteri yang dicerai, memberikan upah bagi ibu susuan, dan juga
adanya hukum warisan, hukum wasiat kepada kerabat, waqaf
keluarga, perwalian harta dan aturan lainnya yang berkaitan

dengan aspek finansial.*®

% 1bid., 154

36

Ibid.,
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BAB Il1
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif®’ lapangan yang
dilakukan di kancah terjadinya gejala-gejala atau fenomena.* Penelitian ini
bermaksud mengungkapkan alasan normatif sosiologis dari penetapan batas
usia pernikahan di Pattani Thailand dan melihat fenomena tersebut dalam

perspektif Magasid Syart ah.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif
adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk
menghimpun data secara sistematis, faktual dan cepat selesai dengan

gambaran saat dilakukan penelitian.*

B. Tempat atau Lokasi Penelitian
Tempat penelitian berlokasi di Majelis Agama Islam Pattani
Thailand.
C. Sumber Data
1. Sumber primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari

individu maupun perseorang kepada pengumpul data.*

37 penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek
alamiah dimana peneliti merupakan intrumen kunci, analisis data bersifat induktif dengan hasil
penelitian yang lebih menekan pada makna dari pada generalisasi.

38 Sutrino Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: UGM, 1981), 10

%9 Sevilla, G Consuelo dkk, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: UI-Press, 1993), 61

40 Sugiyono, Metodologi..,, 225
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Penelitian ini melakukan wawancara dengan pegawai Majelis
Agama Islam Pattani Thailand.
2. Sumber sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak
langsung memberikan data kepada pengumpulan data.# Data
sekunder berupa dokumentasi seperti beberapa buku literatur yang
berkaitan dengan hukum pernikahan, kitab Hukum Islam (Hukum
Keluarga dan Hukum Waris), karya ilmiah dan berbagai bahan yang
dapat mendukung pembahasan terkait dengan masalah yang teliti.
D. Informan Penelitian
Informan (narasumber) penelitian adalah orang-orang yang dapat
memberikan informasi seperti orang baik, ataupun lembaga (organisasi)
yang sifat keadaan diteliti.* Informan dalam penelitian ini adalah Bapak
Haji Wan Hasan dan Bapak Abdulrahman Abdullah. Beliau adalah
pegawai bagian syar'i di Majelis Agama Islam Pattani.
E. Teknik Penentuan Informan
Teknik penentuan penelitian ini dilakukan secara purposive
sampling vyaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan
pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini Seperti orang yang

dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia

4 Ibid.,
42 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula,
(Yogyakarta: UGM Press, 2002), 65
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sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau
situasi sosial yang diteliti.*
F. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis karena
tujuan utamanya adalah mendapatkan data.** Adapun teknik pengumpulan
data yang dilakukan antaranya:
1. Wawancara
wawancara adalah teknik pengumpulan data atau informasi
dengan cara bertatap muka face to face dengan informan untuk
mendapatkan data lengkap dan mendalam.*> Wawancara ini dilakukan
dengan pegawai Majelis Agama Islam Pattani yaitu Bapak Haji Wan
Hasan dan Bapak Abdulrahman Abdullah dengan cara bertatap muka
face to face dengan mengali secara mendalam data yang berkaitan
dengan perkara yang diteliti.
2. Dokumentasi
Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri
historis.®¢ Metode ini mengkaji dan mengumpulkan data dari
dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya dan mendukung data
penelitian seperti buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau

hukum-hukum yang berhubungan dengan pembahasan ini.

4 Sugiyono, Metodologi..,, 218

4 |bid., 62

4 Ardianto, Elvinarno, Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan
Kualitatif, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2011), 178

46 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana, 2008), 224
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G. Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu mengguna
prosedur analisis model Miles and Huberman. Dalam analisis data kualitatif
dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus sampai
datanya jenuh. Adapun langkah-langkah analisis data kualitatif yang
dilakukan oleh Miles and Huberman sebagai berikut:
1. Reduksi data
Mereduksi data adalah merangkum data dan memilih hal-hal
yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari pola
dan temanya.*” Reduksi data memberikan gambaran yang lebih jelas
dan mempermudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data
selanjutnya.
2. Penyajian data
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah
penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat,
bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya.*® Sajian
ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis
sehingga apabila dibaca mudah dipahami dan dapat ditarik
kesimpulan secara mudah.

3. Verifikasi

47 Sugiyono, Metodologi.., 247
8 |bid., 249
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Kesimpulan merupakan temuan baru yang belum pernah ada
sebelumnya. Temuan yang belum jelas diteliti sehingga menjadi
kesimpulam yang jelas.* Kesimpulan perlu diverifikasi sehingga

dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

49 1bid., 253
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Provinsi Pattani terletak di bagian selatan Thailand yang mempunyai
keluasan 1,940.356 sq km. Provinsi Pattani memiliki jumlah penduduk
725,104 jiwa. Sebagian besar penduduk provinsi Pattani adalah beragama
Islam 86.25%, agama Budha 13.70% dan agama lainnya 0.05%. Orang-
orang Melayu Pattani di selatan Thailand merupakan golongan minoritas
yang sangat kecil di banding dengan keseluruhan Negara Thailand, mereka
hanya berjumlah 5.4% dari keseluruhan penduduk di Negara Thailand.*®

Pernikahan orang Melayu Pattani memiliki tradisi pernikahan dengan
banyak ritual, namun dalam berbagai ritual harus sesuai dengan prinsip-
prinsip dalam Islam yakni upacara. Prinsip-prinsip pernikahan Islam
memiliki 5 syarat yaitu 1. ada mempelai lelaki 2. ada mempelai perempuan
3. ada wali 4. ada dua orang saksi 5. Tjab dan gabal. Jika mempelai lelaki
dan perempuan sudah memenuhi Syarat-Syarat ini, pernikahan tersebut
sudah dianggap sah untuk kehidupan berkeluarga sebagai suami isteri sesuai
dengan prinsip-prinsip Islam.

1. Majelis Agama Islam

%0 Helmiati, Sejararah Asia Tenggara.., 231.



Gambaran 4.1. Kantor Majelis Agama Islam Pattani Thailand

Kantor Majelis Agama Islam merupakan sebuah badan swasta
yang telah didirikan oleh sekumpulan ‘alim ulama’ Pattani tujuan
utamanya adalah berkhidmat kepada umat Islam di Pattani selatan
Thailand serta mengurus hal ihwal agama Islam menurut syari‘at Islam.
Sekarang ini lembaganya berpusat di alamat No.63 Moo 1, Bathong,
Nongchik Pattani, Thailand 94170, Nomor Telepon 073-330876, Fax.
073-330875.%

1.1 Sejarah Majelis Agama Islam Pattani Thailand
Sebelum perang dunia yang ke-1I, para 'alim ulama’ di
Pattani Thailand merasa bertanggung jawab atas perkara-perkara
yang berlaku dan timbul bermacam-macam perselisihan umat Islam,
waktu itu belum wujud suatu lembaga untuk menyelesaikan masalah
yang timbulnya, khusus dalam hal ahwal syakhsiyah karena tidak

ada orang yang bertanggung jawab seperti mufti. Dengan itu para

51 Dokementasi MAI Pattani, 1
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ahli ulama’ di Pattani bermusyawarah dan dapat mengambil
keputusan bahwa mereka mesti mengadakan tempat penyelesaian
hal thwal agama, yang mana sekarang ini di kenal dengan nama
Majelis Agama Islam®

Dengan demikian para 'alim ulama’ Pattani dengan bulat
suara bersetuju menembuhkan tempat penyelesaian urusan agama
Islam dan sekaligus berfungsi sebagai gadi syar'i mengurus dan
mengawal orang-orang Islam di Pattani Thailand. Badan ini
bertanggung jawab langsung atas masalah-masalah yang berkaitan
dengan agama Islam. Oleh karena itu, pihak ‘alim ulama’
mengadakan musyawarah dan menghasilkan keputusan yang positif
dengan mengadakan sebuah badan untuk berkhidmat kepada umat
masyarakat Melayu Pattani dalam hal ihwal agama Islam dan
sekaligus berfungsi sebagai pejabat qadi syar'i dalam peraturan dan
mengawal kepentingan umat Islam.s

Majelis Agama Islam didirikan pada tahun 1940 M, Setelah
Majelis Agama Islam Pattani didirikan, pemimpin-pemimpin Islam
di Pattani telah memutuskan betapa perlunya bahwa hal ihwal
administrasi dan Undang-Undang agama Islam itu disatukan di
bawah sebuah badan, maka tujuan tersebut masyarakat di Pattani

diserahkan kepada Majelis Agama Islam dalam segala hal urusan

2 Badan Urusan Khidmat Masyarakat, Latar belakang Majelis Agama Islam Wilayah
Pattani, (Pustaka Pattani, 2003), 2

%3 |bid
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tentang pentadbiran Undang-Undang agama Islam termasuk nikah,
cerai dan sebagainya perkenaan dengan urusan agama.

Pada dasarnya Majelis Agama Islam Pattani adalah untuk
menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan orang-orang
Islam, tetapi Kerajaan Thai telah memberi register yang sah
mengikut Undang-Undang kepada Majelis Agama Islam, setiap
sebuah masjid yang ada di negeri Thai, untuk mengadakan
pemilihan/pelantikan jama'ah jawatan kuasa Islam setempat dan
memberi kuasa mengikuti Undang-Undang tetapi dibawah arahan
dari Majelis Agama Islam. Jadi setiap peraturan yang dikeluarkan
oleh Majelis Agama Islam wajib dipatuhi.

Pada tahun 1945, pemerintah era Nai Khuang Aphaiwong
yang merupakan perdana mentri pada masa tersebut, mengadakan
pemilihan komite Islam provinsi Pattani dan mengundangkan semua
Imam yang bertugas di provinsi Pattani dalam rapat pemilihan
komite Islam Pattani. Dalam pemilihan tersebut Haji Sulong bin
Abdulkodir terpilih sebagai ketua Majelis Agama Islam di Pattani.
Setelah pemilihannya, kementrian dalam negara telah melantik
secara resmi ketua Majelis Agama Islam di Pattani yaitu Haji Sulong
bin Abdulkodir pada tanggal 30 Juli 1945.

Haji Sulung mengakhiri jabatannya pada bulan Juli tahun
1947 dan digantikan oleh Haji Abdul Aziz Abdul Wahab. Pada masa

kepemimpinan Haji Abdul Aziz Abdul Wahab, Majelis Agama
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Islam belum memiliki dana yang cukup untuk mendirikan kontor
sendiri. Oleh itu, semua kegiatan organisasi di pusatkan di rumah
beliau sekaligus menjadi kantor Majelis Agama Islam. Beliau
menjadi pemimpin selama 26 tahun dan meninggal dunia pada

tanggal 22 September 1974.

Setelah Abdul Aziz Abdul Wahab meninggal dunia,
dilantikan Haji Muhammad Amin Tok Mina pada tanggal 16 April
1975. Beliau adalah anak ketiga Tuan Guru Haji Sulung Tok Mina.
Pada masa pemimpin inilah Majelis Agama Islam berhasil
mendirikan bangunan kontor sendiri dalam wilayah Pattani. la
merupakan pusat Majelis Agama Islam Pattani pertama kali yang

didirikan.

Selanjutnya Haji Muhammad Amin memimpin Majelis
Agama Islam Pattani selama 8 tahun (1975-1982), beliau
mengundurkan diri dari jabatannya. Kepemimpinan beliau
dilanjutkan oleh Haji Yusuf Wan Musa yang dilantik pada tanggal
24 Agustus 1982 sebagai pemimpin yang keempat. Beliau
memimpin tidak lama kemudian mengundurkan diri dari jabatannya
pada tanggal 05 Januari 1984. Selanjutnya jabatan beliau dipegang
oleh Haji Abdul Wahab bin Abdul Aziz Wahab anak dari Haji Abdul
Aziz Abdul Wahab yang dilantik pada tanggal 09 Januari 1985
sebagai ketua Majelis Agama Islam Pattani sehingga habis
jabatannya pada tanggal 08 November 1999.
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Pada tanggal 18 November 1999 dilantik Tuan Guru Haji
Abdulrahman bin Wan Daud sebagai pemimpin organisasi Majelis
Agama Islam Pattani sampai sekarang. Pada Masa pemimpin itu,
Pemerintah Kerajaan Thai memberi bantuan yang dimanfaatkan
dalam membangun kantor Majelis Agama Islam Pattani sebagai

pusat pentadbiran yang baru terletak di Nongcik Provinsi Pattani.>

Lembaga Majelis Agama Islam Wilayah Selatan Provinsi
Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun merupakan lembaga yang
tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Thailand pada
Tahun 1997 dalam Pasal 26. Namun dinyatakan bahwa Majelis
Agama Islam Pattani bertanggung jawab atas rakyat Islam di seluruh

provinsi.*

1.2 Tugas Pokok Majelis Agama Islam Pattani Thailand
Menurut Pasal 26 tahun 1997, Majelis Agama Islam provinsi Pattani
memiliki tugas sebagai berikut:
a. Menyelesaikan masalah pernikahan dan perceraian suami isteri
b. menerbitkan sertifikat pernikahan dan perceraian sesuai dengan
ketentuan Islam.
c. Memberi fatwa, menyelesaikan masalah keluarga harta warisan,

hibah, waqgaf, dan wasiat menurut hukum Islam

% Laporan Majelis Agama Islam Pattani,11
% Abdulmumeen Chakapi, “Tugas dan Wewenang Majelis Agama Islam Provinsi Pattani
dalam Perspektif Figih Siyasah”, Skripsi Lampung: UIN Raden Intan, 2018
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d. Mengurus kemajuan masjid, dakwah dan pendidikan Islam

e. Mengurus urusan haji dan umrah

f.  mengurus urusan zakat, makanan halal dan ekonomi yang
berlandasan syari'ah islamiyah

g. Memeriksa dan memutuskan pencabutan komite masjid
menurut Pasal 40 ayat (2)

h. - Mengawasi pilihan calon komite masjid

i.  Memutuskan permohonan yang di ajukan oleh anggota masjid

j.  Membantu dan menolong masyarakat umat Islam

k. Menjaga budaya tempatan yang tidak bertentangan dengan
ajaran Islam

1.3 Visi dan Misi Majelis Agama Islam Pattani

a. Visi
Majelis Agama Islam Wilayah Pattani mempunyai visi adalah
sebagai pusat pentadbiran badan hal ihwal agama dan umat,
mewujudkan kemasyarakatan ilmuan, berakhlak mulia,
berpendirian,  bersatu, memiliki  kekuatan = mencapai
kemakmuran serta menegakkan keadilan.

b. Misi
Misi yang dimiliki oleh Majelis Agama Islam Pattani yaitu;
1) Menjadi pusat pentadbiran dalam mengurus hal ihwal

agama dan umat, memberikan fatwa dan nasihat terhadap
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kegiatan badan kerajaan yang berkaitan dengan hukum
Islam.

2) Menjadi badan resmi dalam mewujudkan masyarakat
ilmuan, berakhlak mulia, berpendirian, bersatu, memiliki
kekuatan, = menegakkan keadilan dan  mencapai
kemakmuran.

3) Koordinasikan dan kerja sama antara organisasi pemerintah
dan swasta, tidak bertentangan dengan prinsip Islam.
Tujuannya hidup bersama dalam damai dan harmonis.

4) Memelihara dan melestarikan hasil budaya tempatan
supaya tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

2. Buku Pedoman Majelis Agama Islam Pattani Thailand

Pembuatan buku “Hukum Keluarga dan Hukum Waris” tahun 2011
oleh lembaga Pengadilan Agama, bertujuan untuk meningkatkan dan
membuat panduan lebih lengkap untuk hukum Islam tentang hukum
keluarga dan hukum waris, dijadikan sebagai rujukan dalam
pengambilan keputusan persidangan serta melindungi kebebasan dalam
beragama yang memiliki standar yang sama. Begitu juga memperkuat
dan mengembangkan sistem hukum dan sistem peradilan sesuai dengan
gaya hidup. Buku pedoman ini merupakan panduan yang penting bagi
para hakim pengadilan dan Dato’ Yutitham dalam memutuskan perkara-
perkara yang berlaku di wilayah selatan provinsi Pattani, Yala,

Narathiwat dan Satun.
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Dalam Buku Hukum Keluarga dan Hukum Waris menyebutkan
dari dua bagian, bagian pertama berkaitan dengan hukum keluarga yang
terdiri dari 118 pasal yang mengatur sebagai berikut:

1. Aturan umum yang berisi tentang wali, manfaat pernikahan, 1jab
gabal dan saksi pernikahan.

2.  Hak dan kewajiban suami isteri yang terdiri dari nafgah, untuk
isteri, serta hak dan kewajiban poligami.

3. Putusnya pernikahan yang terbagi dalam aturan umum, phiti
(prosedur/tata cara), talaq, fasakh, li‘an, zihar, ila’ dan khulu’

4. Akibat hukum dari pernikahan yang mengatur tentang eesi-kawin
(maskawin), mut'ah, ee-dah (iddah), nafgah isteri dalam masa
iddah dan rujuk.

5. Keturunan yang dijabarkan tentang anak kandung, anak susuan,

dan anak adopsi.

Bagian kedua berkaitan dengan hukum waris yang terdiri dari 28
pasal yang mengatur tentang aturan umum, golongan ahli waris, fardu

(ashabal furad), 'asabah, sawil al-arham dan wasiat.

B. Pembahasan
1. Konsep dan Implementasi Undang-Undang dalam Penetapan Batas
Usia Pernikahan 15 di Majelis Agama Islam Pattani
Konsep Undang-Undang dalam penetapan batas usia pernikahan 15

tahun di Majelis Agama Islam Pattani berdasarkan dari figh syafi'iyah,
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dimana batas usia pernikahan menurut figh syafi'iyah adalah balig, yang
kemudian menetapkan usia minimal 15 tahun.

menurut Imam Syafi'i batasan usia menikah sebenarnya tidak ada
dalam hukum Islam, Imam Syafi'i tidak membatasi pada usia berapa
seseorang boleh melangsungkan pernikahan. Namun beliau
menganjurkan seseorang yang boleh melangsungkan perkawinan
idealnya ketika ia telah balig.

Balig adalah dewasa (sampai atau jelas) yaitu anak-anak yang telah
sampal usia tertentu sudah dan jelas baginya, segala urusan atau
masalah yang dihadapi, serta pikiran telah mampu mempertimbangkan
mana yang baik dan mana yang benar baginya sesuai dengan ajaran
agama.%

Tanda-tanda balig, para ulama mazhab sepakat bahwa haid
merupakan bukti balig bagi seorang wanita dan mengeluarkan sperma
bagi lelaki. Selain itu para ulama mazhab sepakat bahwa tumbuhnya
bulu-bulu ketiak merupakan bukti balig-nya seseorang.*’

Imam Syaft'i mencontohkan pernikahan Nabi Saw. dan Aisyah Ra.

ketika berumur 6 (enam) tahun. Sabda Rasulullah Saw.:
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%6 Dyayadi, Kamus Lemgkap Islamologi, (Yogyakarta: Qiyas Yogyakarta, 2009), 113
5 Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i,
Hambali, terjemah oleh afif Muhammad et. al (Jakarta:Lentara, 2004), 317
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Hadis di atas menerangkan tentang perkawinan Nabi Saw. dan
Aisyah Ra. yaitu ketika Aisyah berusia enam tahun atau tujuh tahun,
dan Nabi Saw. baru mencampuri Aisyah ketika Aisyah berusia
sembilan tahun. Keraguan pada hadis ini berasal dari Asy- Syaff'i.
Dalam kitabnya Al-Umm Imam Syafi'i menjelaskan usia balig
seseorang yaitu:

Imam Syafi'i berkata: diriwayatkan Ibnu Umar ia berkata, “aku
mengajukan diri kepada Rasulullah Saw. pada peristiwa Uhud dan saat
itu aku berusia 14 tahun, namun beliau menolakku (untuk ikut
berperang). Lalu aku mengajukan diri kepadanya pada peristiwa perang
khandak dan saat itu aku berusia 15 tahun, maka beliau
memperkenankanku (untuk ikut berperang)”. Nafi berkata, “aku
menceritakan hadis kepada Umar bin Abdul Azis, maka ia berkata, ini
adalah perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa. Lalu ia menulis
surat kepada para pembantunya agar mewajibkan seseorang yang
berusia 15 tahun untuk ikut berperang”. Imam SyafT'i| jJuga mengatakan
bahwa “Hudud (hukuman- hukuman yang telah ditentukan kadarnya)
dilaksanakan atas seseorang yang telah genap berusia 15 tahun, meski
ia belum bermimpi senggama”.*

Dari penjelasan tentang jihad dan pelaksanaan hudud penulis
menyimpulkan bahwasanya usia 15 tahun dianggap sudah balig, karena

pada usia tersebut seorang anak sudah dianggap mampu diberi

%8 Imam Syaft'i, Ringkasan Kitab Al-Umm, terjemahan oleh Imron Rosadi, Amiruddin,
Imam Awaluddin. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 775
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tanggung jawab dan sudah dibebani hukum. Kedewasaan dijelaskan

dalam surah an-Nisa’ ayat 6 yaitu:

1337y agde 25L3T (L8 Z1&AN 1 5R0003) L3
“Sampai mereka cukup umur untuk kawin %
Ayat di atas kemudian dijelaskan dalam tafsir al-Misbah antara lain

terdapat pada kata yang menunjukkan balig atau kedewasaan. Yaitu,
terdapat pada makna kata dasar (2%_) rasyada yang artinya ketetapan

dan jalan kelurusan. Dari sini lahir kata rusyd yang bagi manusia adalah
kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan
bertindak setepat mungkin. Orang yang telah menyandang sifat secara
sempurnna dinamai rasyid yang oleh Imam Ghazali diartikan sebagai
“dia yang mengalir penanganan dan ushananya ketujuan yang tepat.
Tanpa petunjuk pembenaran atau bimbingan dari siapapun. Atas dasar
itu, kecerdasan dan kestabilan mental yang dimaksud adalah sesuai
dengan usianya, yaitu usia seorang anak yang sedang memasuki
gerbang kedewasaan.®

Al-Maraghi menafsirkan dewasa (rushdan) yaitu apabila seseorang
mengerti dengan baik cara menggunakan harta dan membelanjakannya.

Hal itu suatu pertanda ia berakal sehat dan berpikir dengan baik. Sedang

%9 Departemen Agama Repablik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahannya, 77
0 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah-Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, (Jakarta:
Lentera Hati, 2002), 334
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yang dimaksud mencapai nikah (balighu al-nikah) ialah jika umur anak
telah mencapai batas siap nikah, yakni mencapai umur balig.®

Dari penjelasan di atas diketahui ciri-ciri balig serta ukuran balig
jika dilihat dari usia seseorang yaitu 15 tahun, meskipun sebagaimana
dijelaskan Imam Syafi'i terhadap perkawinan Nabi Saw. dan Aisyah
yang dilakukan pada saat Aisyah berusia 9 tahun, dikarenakan pada
masa itu terutama di Madinah usia 9 tahun tergolong dewasa berbeda
dengan masa sekarang. Kemudian jika diukur dari usia ukuran balig
dijelaskan juga oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya al- Umm, beliau
mencontohkan pelaksanaan jihad dan pelaksanaan hudud yaitu pada
usia 15 tahun karena pada usia tersebut seorang anak sudah dianggap
mampu diberi tanggung jawab dan sudah dibebani hukum. Selain itu
Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa “batasan balig antara lain telah
mengalami haid (menstruasi) bagi wanita atau usianya telah cukup 15
tahun, dan keridhaan lelaki yang akan menikah dan saat itu telah balig
pula.”

Istilah dan batasan nikah muda (di bawah umur) dalam kalangan
pakar hukum Islam masih berbeda pendapat. Maksud nikah muda
menurut pendapat mayoritas yaitu orang yang belum mencapai balig
bagi lelaki dengan ditandai keluarnya air mani dan belum mencapai

menstruasi (haid) bagi perempuan yang pada figh Syafi'i minimal dapat

1 Ahmad Mustafa Al-Maragi, Terjemah Tafsir Al-Maragi, Penerjemah: Bahrun Abu Bakar
dan Hery Noer Aly, (Semarang: Toha Putera Semarang, 1993), 338
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terjadi pada usia 9 tahun. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia balig
bagi anak lelaki adalah 18 tahun sedangkan bagi perempuan adalah 17
tahun, sementara Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan Syafi'i
menyebut usia 15 tahun sebagai tanda balig, baik untuk lelaki dan
perempuan.®? Sebenarnya didalam syari‘at Islam tidak mengatur atau
memberikan batasan usia tertentu untuk melaksanakan suatu

pernikahan seperti hadis Nabi:
¢ A g A1 Al (e 1B agie Al oam ) ubie () g Ml il (e
Lol 42535 oy il of a5 4 108 il Al s
Al e A Laila ¢ L)

“Barang siapa yang memeliki anak lelaki ataupun anak perempuan
maka perbaikilah namanya dan didiklah dengan baik dan apabila
mencapai aqil balig maka nikahkanlah, maka apabila tidak dinikahkan
kemudian ia melakukan dosa maka sesungguhnya dosa itu menimpa
pada ayahnya.

Namun secara implisit syari'at menghendaki pihak yang hendak
melakukan pernikahan adalah benar-benar orang yang sudah siap
mental, fisik, psikis, dewasa.®

Maqasid Syari'ah yang digagas oleh Imam Syatibi yang inti dari
Magasid ialah adanya nilai kemaslahatan didalamnya. Dalam Magasid

Syart'ah harus terdapat lima hal pokok. Al-Ghazali menyebut istilah

tersebut dengan mashalah al-khamsah. Maka ini memberikan

2 Muhammad Husein, Figh Perempuan (refleksi kiai atas wacana agama dan gender),
(Yogyakarta: LKIS, 2001), 90

8 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat
Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju), 54
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pengertian bahwa setiap hukum harus berlandaskan kepada tujuan yang
memberikan kemaslahatan kepada hambanya di dunia dan akhirat.®
Lima unsur pokok tersebut ialah: 1. hifz al-Din (memelihara agama) 2.
hifz al-Nafs (memelihara jiwa) 3. hifz al-'Agl (memelihara akal) 4. hifz
al-Nasl (memelihara keturunan) 5. hifz al-Mal (memelihara harta).

Dari kelima pemeliharaan Islam terhadap keberlangsungan hidup
manusia diatas, hifz nasl sangat terkait langsung dengan pernikahan
karena salah satu tujuan dari didirikan sebuah rumah tangga adalah
untuk mendapat keturunan. Dengan melalui pernikahan yang sah akan
melahir generasi yang sah juga islami. Oleh karena itu Islam sangat
melarang hambanya untuk melakukan perbuatan zina agar kemurnian
dan kesucian darah dari pasangan yang halal akan terus terwariskan
pada generasi-generasi Islam mendatang.

Dan implementasi Undang-Undang Hukum Islam tahun 2011
tantang Pernikahan di provinsi Pattani sudah diterapkan oleh aparat
pelaksana hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengaturan
syarat pelaksanaan mengenai pernikahan juga sudah berjalan sesuai
koridor hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum
Islam (Hukum Keluarga dan Hukum waris) tahun 2011 tentang
Pernikahan. Petugas pelaksana hukum juga sudah bertindak tegas

sesuai ketentuan didalam Undang-Undang pernikahan, dimana bagi

64 Hasan Bachtiar. “Maslahaah dalam Formulasi Teori Hukum Islam”. Ulumuddin, 4, 3
(Jauari-Juni 2009), 283
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pasangan calon yang ingin melangsungkan pernikahan belum mencapai
umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang, maka diperbolehkan
meminta dispensasi nikah dari Pengadilan Agama yang berkuasanya
dengan alasan yang kuat. Pengajuan permohonan dispensasi pernikahan
yang diizinkan oleh Pengadilan Agama adalah hamil pranikah.
Sebagaimana di sebutkan dalam Undang-Undang Hukum Islam pasal
15 ayat 1&2 berbunyi bahwa:
1. Perempuan yang hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan lelaki

yang menghamilnya.
2. Penikahan dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu

kelahiran anaknya.®

Undang-Undang hukum Islam tentang pernikahan menentukan
batas umur untuk nikah baik bagi lelaki dan perempuan (penjelasan
umum dalam Undang-Undang pernikahan tahun 2011) penentuan umur
bersifat ijtihadi dala sebagai wujud dala pembaharuan pemikiran fikih
yang berkembang (sebelum lahirnya Undang-Undang pernikahan),
namun demikian bila dikaji sumber kaidah dan asas yang dijadikan
tolok ukur penentuan batas umur dimaksud, sebgaai contoh firman
Allah SWT surat an-Nisa’ ayat 9

|58 aefle 1 A4 Ui 05 2gdla (e 1855 31 dll 2445

o

130l ¥ 38 150 58005 &

T8

85 Undang-Undang Hukum Islam (Hukum Keluarga dan Hukum Waris) Tahun 2011.
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“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah
mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan
perkataan yang benar”

Kandungan ayat al-Quran diatas bersifat umum, tidak menunjukkan
secara langsung bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan usia
muda (di bawah tetentuan yang diatur oleh Undang-Undang tahun
2011) akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan
kesejahteraannya, akan tetapi berdasarkan fakta dalam kasus perceraian
di Pattani Thailand yang dilakukan oleh pasangan usia muda, lebih
banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan visi dan misi
tujuan pernikahan yaitu terciptanya keterunan dalam rumah tangga
berdasarkan kasih sayang (mawaddah wa rahmah). Tujuan pernikahan
akan sulit diwujudkan bila kematangan jiwa dan raga calon mempelai
belum terpenuhi untuk memasuki pernikahan tidak terpenuhi.

Ketentuan batas-batas umur untuk melangsungkan pernikahan ini
dimaksud untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya serta
mencegah adanya pernikahan antara calon suami isteti yang masih di
bawah umur. Dengan demikian MAI Pattani bisa diberikan dispensasi
pernikahan di bawah umur itu dengan alasan untuk kemaslahatan
keluaraga dan rumah tangga. Akan tetapi pada kenyataannya di
lapangan menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur bukannya

melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, melaikan justru

banyak berujung pada perceraian.
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Dari aspek kemaslahatan, maka pernikahan yang dilakukan oleh
anak yang belum dewasa dan belum memiliki kematangan psikologis,
berpotensi merusak masa depan pasangan tersebut. Terlebih jika pihak
mempelai perempuan tidak tahu apa-apa, ia hanya sekedar mengikuti
kemauan walinya. Yang jelas bahwa Islam dengan Syariatnya
menghendaki kemaslahatan menyeluruh (maslahah ammah) tercipta
dalam kehidupan manusia. Karena itu tentu saja semua hal yang
berpotensi  merusak kemaslahatan hukumnya harus dihilangkan

sebagaimana sabda Rasulullah SAW. berikut:
Y ol (aad alis ganle A} oa d) gy ol Cadbiall (3alee o0

Ira¥y ) pa
Artinya: Dari Ubadah bin Shamit, sesungguhnya Rasulullah SAW.
menghukumi dengan ketentuan “tidak boleh membahayakan diri
sendiri dan orang lain”. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

Kemudian ulama juga merumuskan kaidah fighiyyah yang

berorientasi kepada kemaslahatan sebagai berikut:
d e el
Artinya:kemudaratan harus dihilangkan.

Fhadl Gla e ania auldalle )

Artinya: membuang kemafsadatan harus diutamakan daripada
menarik manfaat.s

® Cholil Nafis, Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah
Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas,(Jakarta, Mitra Abadi Press, 2009), 40-43
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2. Pandangan Maqasid Syari ah terhadap penetapan batas usia pernikahan
15 di Majelis Agama Islam Pattani.

Dalam pandangan Magasid Syari'ah, penetapan batas usia
pernikahan 15 tahun di Majelis Agama Islam Pattani dimaksud untuk
kemaslahatan keluarga dan mampu meriah tujuan pernikahan. Dengan
demikian dapat dikatakan sesuai dengan penerapan Magasid Syart'ah
yaitu memelihara kemaslahatan manusia dalam hifz nasl (memelihara
keturunan). Penulis menganggap batas usia perkawinan usulan
pemerintah tersebut belum dikatakan ideal. Penulis menggunakan
analisis dan perspektif Magasid Syartah untuk melihat idealitas batas
usia perkawinan. Dari fakta dan teori tersebut, penulis sependapat
dengan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dari Pemerintah
yang menganjurkan usia perkawinan yang ideal untuk menikah dan
memiliki anak pertama dengan perspektif Magasid Syart ah, yaitu di
atas 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Terdapat dua
alasan mendasar kenapa idealitas usia perkawinan yaitu di atas 20 tahun
bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki yaitu Pertama, Karena
Faktor Kesehatan, karena pada usia dibawah 20 tahun seorang masih
belum mengalami kedewasaan dalam dirinya dan organ reproduksi
belum matang dan belum siap mengalami kehamilan sampai persalinan
bagi perempuan. Kedua, Faktor Kepadatan Penduduk, tidak bisa
dipungkiri bahwa batas usia perkawinan yang rendah akan berakibat

pada laju pertumbuhan penduduk yang tinggi.
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Adapaun efek madharat yang akan ditimbulkan dari perkawinan

yang belum siap dan ideal adalah

1.

2.

3.

Aspek kesehatan, Remaja putri yang berusia 10-14 tahun
berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin,
dibandingkan kelompok perempuan usia 20-24 tahun, sementara
resiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19
tahun. Anatomi tubuh remaja puteri berusia kurang dari 20 tahun
belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan,
sehingga dapat terjadi komplikasi. Ibu hamil di usia 20 tahun ke
bawah sering mengalami prematuritas  (lahir sebelum
waktunya), besar kemungkinan cacat bawaan, fisik maupun
mental, kebutaan dan ketulian serta meningkatkan resiko
komplikasi medis baik pada ibu maupun pada anak.

Aspek ekonomi, Secara umum, pernikahan di usia muda
mempunyai hubungan sebab akibat dengan kemiskinan.
Keluarga -~ dengan - kondisi- ekonomi rendah  memiliki
kecenderungan untuk menikahkan anak di usia dini atau muda.
Di sisi lain remaja yang menikah diusia muda seringkali
mengalami kesulitan ekonomi. Dampaknya pernikahan di usia
muda membuat keluarga, masyarakat bahkan negara mengalami
kesulitan untuk melepaskan diri dari jeratan kemiskinan.

Apek Psikologi, Kesiapan psikologi menjadi alasan utama untuk

menunda perkawinan, Kesiapan psikologis diartikan sebagai
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kesiapan individu dalam menjalankan peran sebagai suami atau
istri, meliputi pengetahuan akan tugasnya masing-masing dalam
rumah tangga. Oleh karena itu kesiapan psikologis sangat
diperlukan dalam memasuki kehidupan perkawinan agar
pasangan siap dan mampu menghadapi berbagai masalah yang
timbul dengan cara yang bijak, tidak mudah bimbang dan putus
asa. Usia 20-24 tahun remaja memasuki masa dewasa awal,
dimana masa ini remaja sudah mendekati masa kematangan fisik
dan emosi.

. Aspek pendidikan, Semakin muda usia menikah, maka semakin
rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh remaja atau
sebaliknya semakin rendah pendidikan remaja maka semakin
besar kemungkinan mereka untuk menikah diusia muda.

. Aspek kependudukan. Median usia kawin pertama bagi
perempuan sangat mempengaruhi situasi kependudukan,
terutama fertilitas (kesuburan). Fertilitas adalah kemampuan
seorang perempuan untuk melahirkan bayi hidup. Perempuan
yang menikah pada usia muda akan mempunyai rentang waktu
lebih panjang terhadap resiko untuk hamil, sehingga menikah
pada usia muda juga berdampak pada tingkat fertilitas di

masyarakat. Semakin muda umur perkawinan seseorang, maka
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masa subur reproduksi akan lebih panjang dilewatkan dalam

ikatan perkawinan.®’

Maqasid Syari'ah terhadap ketentuan batas usia ideal perkawinan
dalam pendewasaan usia perkawinan (PUP) bertujuan untuk
menerapkan batas usia ideal perkawinan yaitu minimal 20 tahun bagi
perempuan dan 25 tahun bagi lelaki merupakan sebuah solusi untuk
menciptakan Maqgasid Syari'ah keluarga yang baik yaitu, Mengatur
hubungan laki-laki dan perempuan, Menjaga keturunan, Menciptakan
keluarga sakinah, mawadah dan rahmah, Menjaga garis keturunan,
Menjaga keberagamaan dalam keluarga, Mengatur pola hubungan yang
baik dalam keluarga, Mengatur aspek finansial dalam keluarga
sebagaimana yang dijelaskan oleh Jamaluddin ‘'Atiyyah tentang

Magasid Syart ah tentang pernikahan.

Menurut Ali Sibra M, mengatakan tidak cocok untuk dijadikan
sebuah pernikahan karena pada usia di bawah 20 tahun seseorang masih
belum mengalami kedewasaan dalam dirinya dan organ reproduksi
belum matang dan tidak siap untuk mengalami kahamilan sempai

persalinan.®

Secara sosial mereka akan mengalami kesulitan dalam menjalani

rumah tangga dan hidup bermasyarakat dengan sekitar. Pernikahan usia

7 Teguh Anshori, “Analisis Usia Ideal Perkawinan.., 14-15
8 Tsamrotun Kholilah, Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Ahli Medis tentang Usia
Perkawinan Menurut Pasal 7 ayat 1&2 UU No. 1 Tahun 1974, 60
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di bawah 20 tahun akan mengakibatkan putusnya sekolah dan membuat
wanita secara permanen menjadi tidak mandiri dan selalu bergantung
pada suaminya, Sehingga nanti akan mempengaruhi pada status sosial
dan ekonomi. Seorang isteri yang masih remaja biasanya mempunyai
pendidikan yang rendah sehingga mereka mengalami ketergantungan
kepada suami dan keluarganya termasuk juga dalam hal pelayanan
kesehatan reproduksi. Dengan demikian mereka lebih mungkin terjadi
banyak risiko kesehatan, kekerasan, infeksi menular seksual termasuk

HIV dan AIDS.®

Bahaya medis yang dapat terjadi ketika seorang menikah pada usia

di bawah 20 tahun yakni:

1. Berat Bayi Lahir Rendah (BBIR) bahwasanya remaja
perempuan yang hamil berisiko lebih tinggi untuk melahirkan
bayi dengan berat badan yang rendah. Hal tersebut karena bayi
memiliki waktu yang kurang dalam rahim untuk tumbuh. Bayi
lahir dengan berat badan rendah biasanya memiliki berat badan
sekitar 1.500-2.500 gram dan ibu yang hamil pada usia muda
biasanya pengetahuannya akan gizi masih kurang, sehingga akan
berakibat kekurangan berbagai zat yang diperlukan saat

pertumbuhan dengan demikian akan mengakibatkan makin

% 1bid
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tingginya kelahiran prematur, berat badan lahir rendah dan cacat
bawaan.

. Pre-eklampsia dan Eklampsia (kehancuran kehamilan) yakni
kombinasi keadaan alat reproduksi yang belum siap hamil dan
anemia makin meningkat terjadi keracunan hamil dalam bentuk
pre-eklampsia atau eklampsia Pre-eklampsia dan eklampsia
memerlukan perhatian serius karena dapat menyebabkan
kematian.

. Abortus atau keguguran, pada saat hamil seorang ibu sangat
memungkinkan terjadi keguguran. Hal ini disebabkan oleh
faktor-faktor alamiah dan juga abortus yang sengaja, baik
dengan obat-obatan maupun memakai alat.

Kesulitan persalinan adalah persalinan yang disertai komplikasi
ibu maupun janin. Penyebab persalinan lama sendiri dipengaruhi
oleh kelainan letak janin, kelainan panggul, kelainan kekuatan
his, mengejan serta pimpinan persalinan yang salah. Kematian
ibu dan karena perempuan yang berusia di bawah 20 tahun masih
tergolong sangat mudah untuk melakukan pernikahan mereka
biasanya tidak tahan dengan rasa sakit sehingga dilakukannya
oprasi lebih besar daripada melahirkan secara normal.
Meningkatkan risiko kanker serviks atau kanker leher rahim

karena semakin muda usia pertama kali seseorang berhubungan
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seks, maka semakin besar risiko daerah reproduksi

terkontaminasi virus.”™

Kemudian Ali Sibra M, berpendapat tentang usia pernikahan yang
ideal dari ilmu kesehatan yakni ketika seorang perempuan berusia 20
tahun dan seorang lelaki berusia 25 tahun, dimana ketika usia 20 tahun
dan 25 tahun secara fisik mereka sudah matang dan alat reproduksi
perempuan sudah matang sehingga ketika terjadi pembuahan dan

kehamilan akan mengurangi bahaya yang telah diuraikan di atas.™

Sedangkan menurut Akhmad Khof Albar, mengatakan usia di
bawah 20 tahun bagi perempuan masih mengalami proses pematangan
alat reproduksi sehingga dalam usia 20 tahun jika ia mengalami
kehamilan akan terjadi perbuatan gizi antara ibu dan anak. Bahaya akan
terjadi dalam kehamilan di bawah usia 20 tahun antaranya angka
kematian ibu dan kematian anak akan meningkat lebih tinggi karena
resiko kehamilan dan persalinan.’? Namun menurutnya umur ideal
untuk melakukan pernikahan sesuai dengan kesehatan reproduksi,
kesiapan mental dan keselamatan ibu dan bayi adalah ketika seorang
wanita berusia 20 tahun. Jadi ketika seorang wanita mengalami
kehamilan dan persalinan ketika usia di atas 20 tahun maka bahaya-

bahaya yang tertuang di atas tidak akan terjadi dan tujuan dari

0 1bid. 61-62
™ 1bid, 63
2Ibid, 57
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pernikahan itu sendiri akan tercapai yakni menjadi keluarga yang

sakinah mawaddah wa rahmabh.

Menurut ilmu kesehatan bahwa usia yang kecil resikonya dalam
melahirkan adalah antara usia 20-35 tahun artinya melahurkan pada
usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun akan mengandung
resiko tinggi . Ibu hamil pada usia 20 tahun ke bawah sering mengalami
prematur (lahir sebelum waktunya) besar kemungkinan cacat bawaan,

fisik maupun mental, kebutaan dan ketulian.™

Magasid Syari'ah menjadi gambaran yang jelas dalam menentukan
usia yang ideal untuk menikah, meskipun dalam al-Qur’an dan hadis
tidak menjelaskan secara rinci batasan usia menikah bahkan ulama’ figh

juga masih berbeda pendapat terkait batasan usia balig seseorang.

3 Tahta Alvina, Alasan-Alasan Pengajuan Dispensasi Perkawinan, (Skripsi Maulana Malik
Ibrahim Malang: UIN), 2013, 103
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Ada dua kesimpulan sebagai penutup dari tulisan ini;

1. Konsep Undang-Undang dalam penetapan batas usia pernikahan 15
tahun di Majelis Agama Islam Pattani berdasarkan dari figh syafi‘iyah,
dimana batas usia pernikahan menurut figh syafi'iyah adalah balig, yang
kemudian menetapkan usia minimal 15 tahun. Dan implementasi
Undang-Undang Hukum Islam (Hukum Keluarga dan Hukum Waris)
tahun 2011 tantang Pernikahan di provinsi Pattani sudah diterapkan oleh
aparat pelaksana hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pengaturan syarat pelaksanaan mengenai pernikahan juga sudah
berjalan sesuai koridor hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang tersebut. Petugas pelaksana hukum juga sudah bertindak tegas
sesuai ketentuan di dalam Undang-Undang pernikahan, dimana bagi
pasangan calon yang ingin melangsungkan pernikahan belum mencapai
umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang, maka diperbolehkan
meminta dispensasi nikah dari Pengadilan Agama yang berkuasanya
dengan alasan yang kuat.

2. Dalam Pandangam Magqasid Syariah, penetapan batas usia pernikahan
15 tahun di Majelis Agama Islam Pattani sudah sesuai dengan penerapan
Magqasid Syart ah yaitu memelihara kemaslahatan manusia dalam hifz

nasl (memelihara keturunan). Program Pendewasaan Usia Perkawinan
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(PUP) dari Pemerintah yang menganjurkan usia perkawinan yang ideal
untuk menikah dan memiliki anak pertama dengan perspektif Maqgasid
Syartah, yaitu di atas 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-
laki dengan dua alasan mendasar yaitu karena faktor kesehatan dan
faktor Kepadatan penduduk. Menurut ahli medis ilmu kesehatan batasan
usia minimal ini menjadi usia ideal untuk menikah karena mampu
merealisasikan tujuan-tujuan pernikahan dan juga dianggap sudah siap
dan matang dari aspek medis, psikologis, sosial dan agama sehingga
dapat menciptakan keluarga sesuai dengan Magasid Syariah
sebagaimana yang dijelaskan oleh Jamaluddin 'Atiyyah seperti menjaga
keturunan, menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmabh,
menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga
keberagamaan dalam keluarga, dan mempersiapkan aspek ekonomi.
B. Saran
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis memberi saran
sebagai berikut:

1. Kepada Lembaga Majelis Agama Islam, usia pernikahan 15 tahun yang
ditetapkan dalam Undang-Undang Hukum Islam tahun 2011 Pasal 15
ayat (1) dan ketentuannya untuk zaman sekarang sudah tidak relevan
lagi dikarena kondisi zaman dulu dan sekarang sangatlah berbeda. hal
itu penulis sangat berharap untuk diadakan peningkatan batas umur yang
lebih ideal bagi calon mempelai dalam malakukan pernikahan. Dan juga

berharap untuk mengadakan sertifikasi pra-nikah bagi calon pengatin

58



yang ingin melaksanakan pernikahan untuk melihat kesiapan fisik
maupun psikis sehingga perlindungan pada keturunan bisa tercapai.

. Kepada masyarakat, penulis sangat berharap bagi yang sudah menikah
atau yang belum menikah agar sentiasa menambah ilmu pengetahuan
dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang harmonis sesuai

dengan prinsip-prinsip syari‘at Islam.
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I11. Pedoman Wawancara

1. Miss Ruwaida: Bagaimana latar belakang penetapan batas usia pernikahan
15 tahun di MAI Pattani Thailand?
Nara sumber: berdasarkan dari perihal permasalahan yang tidak
menentukan usia menikah tetapi dengan memberi tanda-tanda balig
kemudian mereka melakukan pernikahan secara agama dengan memenuhi
rukun dan syarat yang mereka bisa terpenuhi. Kemudian dilaksanakan
kepada pemimpin kampung dengan ustaz sebagai penghulu yang dihadiri
oleh dua orang saksi. Setelah melakukan pernikahan tersebut mereka tidak
melaporkan kepada komite Islam provinsi setempat, sehingga banyak
terjadi pernikahan dini dan perceraian dalam masyarakat Muslim Pattani.

2. Miss Ruwaida: Apa saja syarat-syarat pernikahan yang berlaku di MAI
Pattani Thailand?
Nara sumber: syarat-syarat pernikahan yang berlaku di MAI Pattani
Thailand adalah harus ada sertifikat pelatihan kedudukan suami isteri dalam
rumah tangga dan surat jaminan dari doktor untuk jamin lelaki tersebut tidak
ada penyakit sosial dan narkoba kemudian dalam akad nikah harus ada mas
kawin dan dua orang saksi.

3. Miss Ruwaida: Jika Undang-Undang MAI menetapkan usia pernikahan 15
tahun bagaimana menurut Bapak?
Nara sumber: usia tersebut masih dini kalo dibandingkan dengan zaman
sekarang tetapi sekarang sudah tidak ada pengatin usia tersebut adanya 17,
18 tahun ke atas, kalo ada pihak majelis tidak menerima kecuali ada surat
keterangan nikah dari imam setempat dan surat izin dari orang tua.

4. Miss Ruwaida: Menurut penulis usia 15 tahun belum sesuai dengan kondisi
masyarakat di Thailand, bagaimana pandangan Bapak terhadap batas usia
15 tahun sebagai usia minimal menikah?
Nara sumber: minimalnya 17-18 tahun untuk menikah.

5. Miss Ruwaida: Apakah batas usia tersebut bisa berubah sesuai dengan
kondisi masyarakat Pattani Thailand?
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Nara sumber: mengikut Undang-Undang hukum Islam tahun 2011, belum
ada surat dari Chularajmontri dalam menentukan usia menikah secara
nasional.

Miss Ruwaida: Prosedur apa yang dilakukan jika calon mempelai salah satu
atau keduanya belum mencapai usia tersebut?

Nara sumber: meminta surat izin dari orang tua dan surat keterangan nikah
dari imam masjid.

Miss Ruwaida: Apa dasar atau alasan ditetapkan batas usia 15 tahun? Atau
Undang-Undang pernikahan?

Nara sumber: Pada masa Perdana Menteri Luang Phibun Songkhram orang
Islam di bawah pemerintah kerajaan Thai. Pemerintah mengeluarkan
beberapa peraturan yang berlaku pada warga negara Thailand yang
beragama Budha maupun agama Islam juga patut ditaati. Namun ‘alim
ulama’ melihat bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan dengan ajaran
Islam. Dengan demikian 'alim ulama’ mengadakan lembaga untuk
menyelesaikan masalah yang berlaku terhadap masyarakat Muslim Pattani
yaitu dengan mengadakan buku pedoman hukum keluarga dan hukum
waris.

Miss Ruwaida: Apakah seorang wali berhak melangsungkan pernikahan
terhadap anaknya jika anaknya belum mencapai usia tersebut? jika boleh
atau tidak sebabnya apa?

Nara sumber: lya, seperti dijelaskan dalam pasal 35 yaitu wali adalah
pengguna kekuasaan pemerintahan atau wali hukum, semua tanggang jawab
jatuh kepada walinya, pihak majelis hanya menasihati dan menunjuk jalan
yang baik.

Miss Ruwaida: Yang kita ketahui bahwa setiap lembaga Majelis Agama
Islam di wilayah selatan menggunakan buku pedoman (Hukum keluarga
Islam dan kewarisan Islam) dalam menyelesaikan masalah, buku tersebut
berdasarkan apa? Apakah Majelis Agama Islam di wilayah lainnya juga

menggunakan buku pedoman?
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10.

11.

Nara sumber: buku pedoman (Hukum Keluarga dan Hukum Waris)
berdasarkan dari syari'at Islam (figh syafi'iyah) yang digunakan dalam
wilayah selatan yaitu Pattani, Yala, Narathiwat, dan Satun.

Miss Ruwaida: Buku pedoman (Hukum keluarga Islam dan kewarisan
Islam) menjelaskan tentang apa saja? Siapa yang membuat? Tahun berapa?
Pada masa pemerintah siapa?

Nara sumber: Dalam buku pedoman ini menjelas tentang hukum keluarga
pernikahan, perceraian, poligami dalam Islam dan hukum warisan, yang
dibuat oleh Kantor Pengadilan Agama pada tahun 2011 pada masa
pemerintah Aziz Phitakkumpon.

Apakah saja faktor-faktor penyebab dua calon mempelai ingin

melangsungkan pernikahan?
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1VV. Dokumentasi

Gambar 4.2. Wawancara dengan Bapak H. Wan Hasan Bin H. Daud dan
Abdulrahman Abdullah. Beliau adalah pegawai bagian syar'i dan bertugas
sebagai pengelolaan hukum pernikahan.
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Gambar 4.3. Wawancara dengan Bapak H. Wan Hasan Bin H. Daud dan
Bapak Abdulrahman Abdullah pegawai bagian syar-i.
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